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Abstract

So far poverty alleviation policies are still oriented to the monetary approach, while poverty is multidimensional, this
means that multidimensional poverty is defined as the condition of the lack of all existing poverty indicators. This study
finds the main deprivation of poverty indicators in each province in Indonesia, so that poverty alleviation programs
can be directed and more in line with the main deprivation needs of poverty in an area. Using the data of the National
Socio-Economic Survey (Susenas 2014) and Alkire-Foster’s multidimensional poverty measurement method, and with
12 indicators in three dimensions (health, education, and living standards), found that a priority scale of poverty
alleviation assistance required by all provinces in Indonesia based on deprivation primarily a relief program that deals
with old school problems and immunizations, except in Maluku province is a birth attendant and in Papua is a literacy
issue.
Keywords: multidimensional poverty; Alkire-foster Methods; aid priorities

Abstrak
Sejauh ini kebijakan pengentasan kemiskinan masih berorientasi pada pendekatan moneter, sementara
kemiskinan bersifat multidimensi, ini berarti bahwa kemiskinan multidimensi didefinisikan sebagai
kondisi kurangnya semua indikator kemiskinan yang ada. Studi ini menemukan deprivasi utama indikator
kemiskinan di setiap provinsi di Indonesia, sehingga program pengentasan kemiskinan dapat diarahkan dan
lebih sesuai dengan kebutuhan deprivasi utama kemiskinan di suatu daerah. Berdasarkan data hasil Survei
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2014 dan metode pengukuran kemiskinan multidimensi Alkire-Foster,
serta 12 indikator dalam tiga dimensi (pendidikan, kesehatan, dan standar hidup), maka ditemukan skala
prioritas bantuan pengentasan kemiskinan yang dibutuhkan di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan
deprivasi utamanya, yakni program bantuan untuk mengatasi permasalahan lama sekolah dan imunisasi,
kecuali di Provinsi Maluku adalah persoalan penolong kelahiran dan di Papua adalah persoalan melek huruf.
Kata kunci: kemiskinan multidimensi; Metode Alkire-foster; prioritas bantuan

Kode Klasifikasi JEL: I32; I38

Pendahuluan

Kondisi perekonomian di Indonesia dapat dikata-
kan relatif baik yang terlihat dari besaran pertum-
buhan ekonomi dari tahun ke tahun di atas 5%.
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2018
adalah 5,06% dan besaran pertumbuhan tersebut
lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan

∗Alamat Korespondensi: Jl. Pulo Asem Utara V/3 Rt. 010/01
Kel. Jati, Jakarta 13220. E-mail: bagussumargo@unj.ac.id.

ekonomi kuartal yang sama pada tahun 2017, yak-
ni 5,01%. Namun, apakah pertumbuhan ekonomi
tersebut sudah dapat mengentaskan kemiskinan?
Sepertinya, pengaruhnya belum signifikan karena
masih relatif tinggi dengan persentase kemiskinan
yang masih dalam dua digit. Hal ini terlihat dari
data September 2017, bahwa jumlah penduduk mis-
kin masih berada pada dua digit yakni sebanyak
10,12% (26,58 juta jiwa) dan jumlah penduduk mis-
kin pada tahun 2016 sebesar 10,70% (27,76 juta jiwa)
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(Badan Pusat Statistik [BPS], 2018).

Pemerintah sudah berupaya untuk mencapai
tujuan menyejahterahkan masyarakat melalui
program-program pengentasan kemiskinan, seperti
Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Kementerian
Sosial, Program Nasional Pemberdayaan Masyara-
kat Mandiri oleh Pemerintah Pusat atau Daerah,
sementara di daerah ada Tim Koordinasi Penang-
gulangan Kemiskinan (TKPK) oleh Pemerintah Da-
erah, Program Keluarga Harapan oleh Badan Ko-
ordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
dan lain-lain. Program-program pemerintah untuk
pengentasan kemiskinan terkesan belum terintegra-
si satu sama lain karena masing-masing program
dilakukan oleh kementerian atau instansi yang ber-
beda untuk tujuan yang sama. Kesan ini diperkuat
dengan belum saling terintegrasi karena kendala
sumber data dasar yang berbeda antar-pemangku
kepentingan, pembuat kebijakan, penyaluran ban-
tuan antarprogram yang berjalan sendiri-sendiri,
belum tepatnya sasaran program subsidi (subsidi
energi), belum optimalnya penggunaan dana desa,
dan lain-lain (Sumarto dan De Silva, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, sepertinya sudah
ada keselarasan korelasional antara pertumbuhan
ekonomi yang dari tahun ke tahun naik melam-
bat, dan diikuti dengan penurunan yang melambat
pula secara data berkala (series) tentang angka ke-
miskinan. Pelambatan ini erat kaitannya dengan
arti hakiki “kemiskinan” itu sendiri yang dimaknai
berbeda oleh pemangku kepentingan dan masih
dalam perspektif unidimensi, padahal sebenarnya
kemiskinan itu sendiri bersifat multidimensional.

BPS mengumpulkan data jumlah penduduk mis-
kin dengan menggunakan konsep dan definisi bah-
wa kemiskinan merupakan kondisi ketika seseo-
rang memiliki pendapatan atau pengeluaran ku-
rang dari garis yang ditentukan sebagai batas kemis-
kinan. Sepertinya konsep ini mengacu dari World
Bank yang mengukur kemiskinan dari satu dimen-
si saja, yakni moneter (pendapatan/pengeluaran).

Padahal gambaran kemiskinan yang komprehensif
tidak dapat direpresentasikan oleh satu indikator
pendapatan atau pengeluaran semata (Laderchi,
1997). Dengan kata lain, kemiskinan merupakan
masalah yang kompleks dan multidimensional.

Sebenarnya, kemultidimensionalan kemiskinan
telah diungkapkan oleh Chambers (1995) yang men-
jelaskan bahwa ada lima dimensi kemiskinan se-
bagai suatu konsep utuh, yakni: (1) kemiskinan
(proper), (2) ketidakberdayaan (powerless), (3) ke-
rentanan menghadapi situasi darurat (state of emer-
gency), (4) ketergantungan (dependency), dan (5) ke-
terasingan (isolation). Kemiskinan diejawantahkan
sebagai suatu kondisi deprivasi (kekurangan atau
keterampasan) mulai dari pendapatan, kekuatan
sosial (keadilan atau persamaan hak), ketidaksi-
apan menghadapi situasi darurat (bencana alam,
biaya pengobatan untuk kesehatan), ketergantung-
an yang tinggi dari pihak lain, dan keterasingan
dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, telah terjadi pergeseran pene-
litian tentang kemiskinan, yakni dari pengukuran
yang sifatnya unidimensi menjadi multidimensi
yakni yang mengarah pada empat pokok dasar
kemiskinan multidimensional yaitu mulai dari ter-
batasnya peluang (chance) ekonomi, berketeram-
pilan rendah, ketidakpastian hidup berkelanjutan,
dan ketidakberdayaan. Hal ini disebabkan karena
kemiskinan memengaruhi beberapa dimensi yang
berbeda, seperti pendidikan, kesehatan, kondisi
tempat tinggal, dan sebagainya. Oleh karena itu,
kemiskinan sekarang didefinisikan sebagai sebuah
kondisi manusia yang mencerminkan kegagalan
di banyak dimensi kehidupan manusia, seperti ke-
laparan, sakit, malnutrisi, pengangguran, tempat
tinggal yang tidak layak, kurang pendidikan, keren-
tanan, ketidakberdayaan, pengasingan sosial, dan
sebagainya (Kakwani dan Silber, 2008). Demikian
juga seperti yang dilakukan oleh Oxford Poverty and
Human Development Initiative (OPHI) yang mem-
perkenalkan Multidimensional Poverty Index (MPI)
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sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur
kemiskinan multidimensional, yakni dimensi kese-
hatan, pendidikan, dan standar hidup (Alkire et al.,
2011b). Indikator-indikator dalam masing-masing
dimensi tersebut adalah angka kematian anak dan
gizi pada dimensi kesehatan, dimensi pendidikan
dengan indikator lama sekolah dan partisipasi se-
kolah, sedangkan indikator-indikator pada dimensi
standar hidup adalah bahan bakar untuk mema-
sak, toilet, air, listrik, dan aset. MPI juga dapat
mengukur rumah tangga yang mengalami depri-
vasi (kekurangan) di salah satu indikator/dimensi
yang ada. Namun, mengalami deprivasi di satu
indikator tidak menyebabkan seseorang menjadi
miskin multidimensi. MPI mensyaratkan seseorang
harus mengalami deprivasi di beberapa indikator
pada waktu yang bersamaan. Sebuah rumah tangga
dan seluruh anggotanya dikatakan miskin multi-
dimensi apabila mengalami deprivasi di 1/3 atau
lebih di indikator yang telah diberi penimbang.
Selain itu, dengan MPI juga dapat menentukan in-
dikator atau dimensi apa yang memiliki kontribusi
terbesar dalam menyumbang kemiskinan multi-
dimensi di wilayah tersebut, atau dapat disebut
juga sebagai deprivasi utama sehingga penyelidik-
an tentang penentuan deprivasi utama kemiskinan
multidimensional sangat penting untuk mengatasi
kemiskinan yang tepat sasaran dikarenakan ada-
nya dana terbatas yang dimiliki pemerintah untuk
program pengentasan kemiskinan. Dengan kata la-
in, bantuan pengentasan kemiskinan akan sesuai
dengan kebutuhan rumah tangga miskin karena da-
na pengentasan kemiskinan diprioritaskan dengan
kesesuaian kebutuhan rumah tangga miskin.

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas
dan beragam yang menjadikan adanya perbeda-
an karakteristik mendasar dari kemiskinan sehing-
ga perlu penentuan prioritas bantuan kemiskinan
yang lebih utama dibutuhkan oleh rumah tangga
atau wilayah tertentu berdasarkan indikator atau
dimensi yang ada. Hal ini selaras dengan yang di-

ungkapkan oleh Sumarto dan De Silva (2014), bah-
wa dibutuhkan indikasi kemiskinan moneter dan
multidimensi sebagai pelengkap untuk memaham-
i keragaman dan dinamika kesejahteraan rumah
tangga di Indonesia. Dengan demikian, MPI dapat
digunakan sebagai alat ukur yang objektif dalam
menggambarkan kemiskinan yang sesungguhnya
sehingga dapat membantu pemerintah dalam pe-
nentuan strategi penanggulangan kemiskinan di
Indonesia (Budiantoro et al., 2013).

Berdasarkan konsep kemiskinan multidimensi,
maka penelitian ini akan menentukan deprivasi
utama indikator kemiskinan multidimensi di suatu
provinsi dengan menggunakan metode MPI.

Tinjauan Literatur

Pemerintah telah menggelontorkan beberapa pro-
gram pengentasan angka kemiskinan, sebut saja
ada Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada
tahun 2005, namun belum mampu mengentaskan
kemiskinan secara drastis. Tentunya, program ini
mempersepsikan kemiskinan sebagai penduduk
miskin dalam kategori ketidakberdayaan –suatu
kondisi ketika tidak adanya kemampuan apapun
dari penduduk dalam memenuhi kebutuhan da-
sar untuk hidup. Kemudian, untuk pengentasan
tahap selanjutnya adalah memberdayakan pendu-
duk miskin dalam suatu kegiatan usaha ekonomi
sehingga dapat menghasilkan pendapatan untuk
pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk tahap ini,
pemerintah melaksanakan program pengentasan
kemiskinan, seperti program Inpres Desa Tertinggal
(IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK),
Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengata-
si Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), Program
Pemberdayaan Masyarakat (PNM), dan sebagainya.
Keberhasilan dua tahap sebelumnya, yakni tahap
ketidakberdayaan dan pemberdayaan, kemudian
tahap pencapaian selanjutnya adalah tahap mandiri
yang mana penduduk atau rumah tangga miskin
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sudah mampu mandiri dalam memenuhi kebutuh-
an dasar dan kebutuhan nondasar lainnya, seperti
kesehatan, pendidikan, menabung atau investasi,
dan lain-lain. Pada akhirnya, tahap pengentasan
kemiskinan terjadi ketika rumah tangga atau pen-
duduk miskin dapat hidup madani atau sudah ti-
dak masuk kategori miskin sehingga rumah tangga
atau penduduk tersebut dapat mengaktualisasikan
dirinya sebagai manusia yang sejahtera.

Namun demikian, semua program pengentasan
kemiskinan belum tercapai tujuannya secara efek-
tif. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya
jumlah penduduk miskin, atau belum dapat me-
nurunkan angka kemiskinan secara drastis, dan
bahkan masih adanya perbedaan angka kemiskin-
an dari berbagai sumber penghitungan kemiskinan
seperti yang dilakukan BPS, World Bank, BKKBN,
dan lain-lain. Salah satu penyebabnya juga adalah
pengukuran kemiskinan dengan pendekatan pen-
dapatan –sesuai pernyataan bahwa bentuk program
pengentasan kemiskinan mengarah pada sisi penda-
patan (World Bank, 2015; Strauss et al., 2004; Sumarto
dan De Silva, 2014), atau konsumsi layaknya pengu-
kuran oleh World Bank dengan pendekatan dolar
(Ravallion et al., 2009). Padahal, kemiskinan tidak
hanya tentang ketidakmampuan pengeluaran ba-
rang dan jasa, namun di sisi lain seperti kesenangan
(enjoyable) terhadap berbagai aktivitas lainnya (Yu,
2013; Whelan et al., 2004). Terlihat bahwa keter-
gantungan penduduk miskin masih tinggi karena
program pengentasan kemiskinan tersebut yang
tidak sustainable, yang menjadikan penduduk mis-
kin dalam kapasitas hanya menerima dan tidak
berupaya keras untuk tidak menjadi miskin kem-
bali. Program pengentasan kemiskinan tidaklah
efektif manakala data rumah tangga miskin tidak
akurat dan masih bersifat parsial, atau penghitung-
annya menggunakan pendekatan moneter, dan be-
lum mempertimbangkan penggabungan dengan
pendekatan nonmoneter.

Ketidaktepatan sasaran penerimaan bantuan

menjadi polemik tersendiri, yang diakibatkan ka-
rena adanya sumber data jumlah rumah tangga
miskin yang berbeda-beda, dan masih mengguna-
kan satu pendekatan, yakni dimensi pengeluaran
(moneter) yang dihitung BPS sehingga hal ini ti-
dak mencerminkan gambaran kemiskinan yang
riil. Mengingat kemiskinan ini kompleks sifatnya
(Dewilde, 2004; Nándori, 2011; Kim et al., 2010),
maka perlu penggabungan dengan dimensi lain
yang belum dimasukkan. Dengan kata lain, perlu
adanya pengukuran kemiskinan dengan pendekat-
an nonmoneter berupa dimensi yang mengarah
pada pengukuran kebahagiaan atau kesejahteraan
subjektif (Pratomo dan Sumargo, 2016; Sumargo,
2002).

Saat ini, sudah seyogyanya untuk memahami
perspektif kemiskinan dalam konteks multidimen-
sional seperti yang diutarakan oleh Asselin (2009),
yakni kemiskinan terdiri dari banyak bentuk keti-
dakadilan dalam hal kapabilitas individu, rumah
tangga, dan komunitas untuk memenuhi kebutuh-
an dasar yang berhubungan dengan dimensi pen-
dapatan, pendidikan, kesehatan, makanan/nutrisi,
air bersih dan sanitasi layak, pekerjaan, perumah-
an/lingkungan tempat tinggal, akses terhadap aset
yang produktif, akses terhadap pasar, serta parti-
sipasi dalam masyarakat. Perlu tambahan faktor
nonmoneter di samping faktor moneter, misalkan
salah satunya adalah kesenangan (enjoyable) terha-
dap berbagai aktivitas lainnya (Alkire dan Santos,
2013; Ranis, 2004; Nolan dan Whelan, 1996). Uni-
ted Nations Development Programme (UNDP) dan
OPHI memelopori penyusunan penghitungan MPI
dengan dimensi yang sama dengan Indeks Pem-
bangunan Manusia (IPM), yakni kesehatan, pendi-
dikan, dan standar hidup. Indikator dalam masing-
masing dimensi tersebut memungkinkan untuk
dikembangkan lebih lanjut dan bisa berbeda an-
tarnegara, tetapi tetap dalam koridor tiga dimensi
yang dimaksud (Alkire et al., 2011b).

Pada tahun 2010, OPHI dan UNDP menginisia-
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si pengukuran kemiskinan berbasis multidimensi
yang dapat menjadi masukan untuk penentuan
kebijakan pengentasan kemiskinan yaitu menghi-
tung MPI atau Indeks Kemiskinan Multidimensi
(IKM). Konsep kemiskinan multidimensi ini menga-
cu pada Amartya Sen (Anand dan Sen, 2000), yakni
kemiskinan yang terukur secara luas dan kompleks.
MPI selaras dengan tujuan-tujuan pembangunan
berkelanjutan, yang setiap indikatornya merupakan
bagian dari target pencapaian Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) (Alkire et al., 2011a). Inisiasi
UNDP dan OPHI dalam menyusun MPI merupa-
kan starting point dan open problem untuk dilakukan
penyempurnaan pengukuran kemiskinan multidi-
mensi yang lebih komprehensif, lengkap, evidence
base measurement, dan ilmiah.

Kemiskinan Multidimensi

Individu atau rumah tangga yang miskin multi-
dimensi perlu strategi penanganan program inte-
rvensi yang multidimensi agar terbebas dari kemis-
kinan (Klasen, 2000). Kemultidimensionalan kemis-
kinan telah jelas diungkapkan oleh Amartya Sen
(Budiantoro et al., 2013) yang mengkritik pende-
katan kemiskinan dengan menggunakan analisis
moneter karena masih ada faktor lain penyebab indi-
vidu atau rumah tangga yang miskin tidak memiliki
akses pelayanan untuk pendidikan dan kesehatan,
serta ketidakmampuan dari sisi finansial untuk da-
pat meningkatkan standar hidup yang lebih baik.
Konsep kemiskinan nyata bersifat multidimensi
karena indikasinya luas mulai dari rendahnya taraf
hidup, kesehatan yang buruk, masih rendahnya
tingkat pendidikan, sampai dengan kerawanan pa-
ngan (Irawan et al., 2000). Pemahaman kemiskinan
secara multidimensional ini telah dicoba selama
dekade terakhir ini yang diprakarsai oleh World
Bank, dan baru belakangan ini konsep tersebut mu-
lai ditanamkan di kalangan pengambil keputusan
di Indonesia.

Modifikasi penghitungan kemiskinan multidi-

mensi berdasarkan metode Alkire-Foster dilakukan
oleh beberapa peneliti seperti Sumarto dan De Silva
(2014) yang memodifikasinya dengan penambahan
indikator vaksin dan indikator penolong kelahiran,
serta penghapusan indikator nutrisi dari dimensi
kesehatan. Sementara Hanandita dan Tampubolon
(2016) mengganti dimensi standar hidup dengan
pendapatan (indikator konsumsi per hari per kapi-
ta). Pada dimensi kesehatan dimodifikasi dengan
cara mengganti indikator kematian anak dan nutrisi
dengan periode atau lama sakit dan penyebab kema-
tian, sedangkan indikator pada dimensi pendidikan
berupa partisipasi sekolah diganti dengan indikator
buta huruf. Selain itu, Suppa (2016) menghasilkan
enam dimensi, yakni Education, Housing, Health,
Precarity, Social Participation, dan Employment.

Kerangka Pikir

Dalam publikasi Human Development Report 2010
tersirat bahwa UNDP dan OPHI memformulasikan
pengukuran kemiskinan multidimensi (MPI) me-
liputi dimensi kesehatan, pendidikan, dan taraf
hidup layak (Alkire et al., 2014, 2011b; Alkire, 2016;
Alkire dan Santos, 2013). Indikator-indikator yang
menggambarkan dimensi-dimensi kemiskinan mul-
tidimensi selaras dengan indikator dan dimensi
dalam IPM –indeks yang dapat menggambarkan
kualitas hidup manusia. Perubahan struktur pemba-
ngunan memungkinkan menyebabkan terjadinya
perubahan dimensi atau indikator pengukuran ke-
miskinan, yang pada akhirnya dapat membantu
penanggulangan kemiskinan secara global dan ter-
kini. Walau dimensi MPI sama dengan dimensi IPM,
namun ada perbedaan dari sisi indikatornya. Tabel
1 menggambarkan kesamaan dimensi antara IPM
dan MPI dengan perbedaan indikator-indikator per
masing-masing tiga dimensi yang dimaksud.

Merujuk penelitian sebelumnya yang hanya men-
dapatkan 10 indikator dan 3 dimensi (sama dengan
dimensi IPM), maka peneliti akan menggunakan
seluruh indikator yang merupakan data sekunder
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Tabel 1: Indikator per Dimensi menurut IPM dan MPI

Dimensi Indikator
IPM MPI Studi

(1) (2) (3) (4)
Kesehatan Angka harapan hidup pada saat lahir 1. Gizi Imunisasi dan penolong kelahiran

2. Kematian Bayi
Pendidikan 1. Melek huruf 1. Lama Sekolah Lama sekolah, partisipasi sekolah,

2. Lama sekolah (rata-rata) 2. Kehadiran dalam sekolah dan melek huruf
Standar hidup Purchasing Power Parity (P3) (rupiah) 1. Bahan bakar untuk memasak Jenis lantai, jenis dinding, jenis atap,

2. Sanitasi BBM, listrik, sumber air minum,
3. Air bersih dan sanitasi
4. Sumber penerangan
5. Kondisi lantai rumah
6. Kepemilikan aset

Sumber: World Bank (2015) dan Alkire (2016)

dari BPS, baik yang masuk dalam dimensi besar
moneter atau nonmoneter. Selanjutnya, dibentuk
dimensi baru dengan rumusan kriteria baru mela-
lui proses penghitungan Analisis Faktor. Pertim-
bangan ini dilandasi masih adanya indikator atau
dimensi lainnya yang berhubungan dengan kemis-
kinan multidimensi dan belum diperhitungkan se-
perti aksesibilitas, kondisi lingkungan yang erat
kaitannya dengan penyakit, hubungan sosial, ke-
harmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang,
kondisi keamanan, kebebasan demokrasi, dan lain-
lain (Applebaum, 2001; Kim et al., 2010; Zucker dan
Weiner, 1993; Henry et al., 2004).

Selanjutnya, dalam penelitian ini akan ditentu-
kan deprivasi utama indikator rumah tangga miskin
multidimensional. Hal ini penting sebagai pende-
teksi kebutuhan utama dari sekian indikator kebu-
tuhan rumah tangga miskin, atau menjadi prioritas
kebutuhan rumah tangga miskin untuk menda-
pat bantuan pengentasan kemiskinan yang ditinjau
dari prespektif ketidakberdayaan rumah tangga
tersebut.

Metode

Batasan penelitian ini meliputi 3 dimensi dan 12 in-
dikator untuk menghitung kemiskinan multidimen-
si di Indonesia tahun 2014. Ketiga dimensi tersebut
terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan standar hi-

dup, sedangkan 12 indikator terdiri dari imunisasi,
penolong kelahiran, lama sekolah, partisipasi seko-
lah, melek huruf, jenis lantai, jenis dinding, jenis
atap, BBM, listrik, sumber air minum, dan sanitasi.
Sumber data berasal dari data primer Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) 2014 yang dilaksanakan
oleh BPS.

Metode yang digunakan untuk menghitung
indikator-indikator kemiskinan multidimensi ada-
lah metode Alkire-Foster. Tahapan dalam melaku-
kan penghitungan dengan metode ini adalah seba-
gai berikut (Alkire et al., 2015):

(1) Memilih unit analisis:
Unit analisis yang umum digunakan adalah
individu atau rumah tangga tapi dapat juga
sebuah komunitas atau sekolah, klinik, perusa-
haan, desa, atau unit lainnya;

(2) Memilih dimensi:
Pemilihan dimensi dapat dilakukan berdasar-
kan data survei atau penelitian mengenai ke-
butuhan yang dirasakan orang banyak, hasil
konsensus umum, seperti deklarasi Hak Asasi
Manusia (HAM), SDGs, serta kebijakan nasio-
nal ataupun daerah;

(3) Memilih indikator:
Indikator dipilih untuk setiap dimensi dengan
aturan akurasi (menggunakan indikator seba-
nyak yang diperlukan sehingga analisis da-
pat menjadi dasar kebijakan) dan parsimoni
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(menggunakan indikator sedikit mungkin un-
tuk memastikan kemudahan dalam mengana-
lisis untuk tujuan kebijakan dan transparansi);

(4) Menetapkan titik potong (cut off) deprivasi:
Titik potong ditetapkan untuk setiap indikator.
Tahap ini membentuk titik potong yang meru-
pakan titik potong pertama dalam metodolo-
gi ini yang dapat mengidentifikasi seseorang
mengalami deprivasi atau tidak untuk setiap
indikator;

(5) Menentukan bobot/penimbang untuk setiap
dimensi dan variabel:
Penimbang yang digunakan dapat berupa pe-
nimbang yang sama (equal weighted) ataupun
penimbang yang berbeda (unequal weighted);

(6) Menghitung skor deprivasi (ci) yang dialami
setiap unit analisis yang dirumuskan sebagai
berikut:

ci = wiI1 + w2I2 + · · · + wdId (1)

dengan Ii = 1 jika unit analisis teridentifikasi
miskin dan Ii = 0 lainnya pada variabel, dan wi

adalah penimbang variabel i dengan
d∑

i=1

wi = 1;

(7) Menetapkan titik potong kedua (k):
Menetapkan jumlah indikator yang terdepriva-
si (k) untuk mengidentifikasi seseorang meng-
alami kemiskinan multidimensi atau tidak se-
suai dengan titik potong yang ditentukan oleh
metode Alkire Foster yaitu 1/3;

(8) Mengaplikasikan titik potong k untuk mem-
peroleh garis kemiskinan kedua:
Unit analisis ke-i diidentifikasi mengalami ke-
miskinan multidimensi ketika ci ≥ k. Jika ci < k,
maka unit analisis tersebut tidak mengalami
kemiskinan multidimensi dan seluruh infor-
masinya diganti dengan nol;

(9) Menghitung nilai multidimensional poverty
headcount (H) dengan membagi jumlah pen-
duduk miskin multidimensi dengan total

penduduk:
H =

q
n

(2)

dengan H adalah proporsi penduduk miskin
multidimensi terhadap total penduduk, q ada-
lah jumlah penduduk miskin multidimensi,
dan n adalah total penduduk;

(10) Menghitung average poverty gap/intensitas
kemiskinan multidimensi (A):
Intensitas kemiskinan multidimensi merupa-
kan rata-rata jumlah deprivasi yang dialami
oleh orang miskin yang dihitung dengan pro-
porsi deprivasi yang dialami setiap orang.

A =

q∑
i=1

ci(k)

q
(3)

dengan ci(k) adalah skor deprivasi individu
miskin dan q adalah jumlah penduduk miskin;
dan

(11) Menghitung adjusted multidimensional po-
verty/indeks kemiskinan multidimensi (M0):
Indikator ini dihitung dengan mengalikan mul-
tidimensional poverty headcount (H) dan average
poverty gap (A).

M0 = H × A (4)

Selanjutnya ditentukan deprivasi utama kemis-
kinan multidimensional melalui tahapan:

(1) Menghitung jumlah penduduk yang miskin
multidimensi dan mengalami deprivasi di
masing-masing indikator;

(2) Menghitung skor deprivasi penduduk miskin
multidimensi di masing-masing indikator;

(3) Menghitung indeks kemiskinan multidimensi
(IKM) masing-masing indikator;

(4) Menjumlahkan IKM untuk setiap dimensi yang
merupakan penjumlahan dari IKM indikator
dimensi tersebut; dan

(5) Menghitung proporsi IKM masing-masing di-
mensi terhadap IKM total.
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Hasil dan Analisis

Berdasarkan hasil penghitungan, diperoleh propor-
si penduduk yang mengalami kemiskinan multi-
dimensi (H) Indonesia adalah sebesar 19,3% dan
intensitas kemiskinan multidimensi (A) sebesar
47,7%. Angka tingkat kemiskinan multidimensi
(H) menggambarkan persentase penduduk yang
mengalami kemiskinan multidimensi, sedangkan
intensitas kemiskinan multidimensi (A) menggam-
barkan intensitas atau jumlah indikator yang dia-
lami oleh penduduk. Artinya, rata-rata penduduk
yang miskin multidimensi mengalami kekurangan
sebanyak 5 hingga 6 indikator dari total 12 indikator
sehingga diperoleh indeks kemiskinan multidimen-
si (MPI) sebesar 9,2%. Angka MPI ini menggam-
barkan tingkat keparahan dan tingkat kemiskinan
multidimensi di Indonesia, yang artinya sebanyak
9,2% penduduk Indonesia miskin multidimensi
mengalami deprivasi sebanyak 5 hingga 6 indikator.
Angka yang digunakan adalah MPI karena dapat
dilakukan perbandingan antarwilayah, misalnya
jika beberapa wilayah memiliki tingkat kemiskinan
multidimensi (H) yang sama, pemerintah atau sta-
keholders terkait dapat menentukan wilayah yang
menjadi prioritas.

Penghitungan angka kemiskinan dilakukan oleh
beberapa pihak di antaranya adalah World Bank
dan BPS. World Bank mengukur angka kemiskin-
an dengan pendekatan moneter, yaitu persentase
populasi yang hidup di bawah US$1,9 per hari (Pur-
chasing Power Parity [PPP]), dan di bawah US$3,1
per hari (PPP). Pengukuran yang dilakukan oleh
World Bank bertujuan agar dapat melakukan perban-
dingan persentase penduduk miskin antarnegara.
Sementara BPS melakukan penghitungan angka
kemiskinan dengan konsep kemampuan memenu-
hi kebutuhan dasar dengan indikator pendapatan
atau pengeluaran per kapita untuk menentukan
kemiskinan. Penduduk dikategorikan miskin jika
memiliki pengeluaran konsumsi per kapita per bu-
lan (secara rata-rata) di bawah garis kemiskinan,

yakni suatu garis yang menunjukkan jumlah rupi-
ah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimum makanan yang setara
dengan 2.100 kilokalori (kkal) per kapita per hari
dan kebutuhan pokok bukan makanan (BPS, 2015).

Berdasarkan garis kemiskinan nasional yang di-
hasilkan BPS, persentase penduduk miskin tahun
2104 di Indonesia adalah sebesar 11,25%. Besaran
persentase tersebut masih di bawah besaran persen-
tase tingkat kemiskinan dengan garis kemiskinan
US$3,10 per hari sebesar 36,4%, namun lebih be-
sar dibandingkan dengan garis kemiskinan US$1,90
per hari sebesar 8,25%. Angka kemiskinan versi BPS
lebih moderat di antara dua ukuran kemiskinan
versi World Bank dan angkanya lebih besar dari ang-
ka kemiskinan multidimensi (9,2%). Pengukuran
kemiskinan secara moneter sebenarnya tidak da-
pat dibandingkan dengan pengukuran kemiskinan
secara multidimensi. Hal ini dikarenakan meto-
de pengukuran yang digunakan berbeda. Namun,
jika ditelusuri lebih lanjut, pengukuran kemiskin-
an yang dilakukan oleh BPS sesungguhnya dapat
menggambarkan kemiskinan multidimensi. Hal ini
dikarenakan garis kemiskinan yang digunakan un-
tuk menjadi titik potong dalam menentukan suatu
rumah tangga miskin atau tidak miskin merupa-
kan penjumlah dari garis kemiskinan makanan dan
garis kemiskinan nonmakanan. Garis kemiskinan
makanan diperoleh dari penghitungan pengelu-
aran kebutuhan minimum makanan yang setara
dengan 2.100 kkal per kapita per hari dan garis
kemiskinan nonmakanan diperoleh dari penghi-
tungan kebutuhan minimum untuk perumahan,
sandang, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini seja-
lan dengan metode Alkire Foster yang menghitung
angka kemiskinan secara multidimensi. Perbedaan
kedua metode ini terletak pada penghitungan yang
dilakukan, yaitu BPS melihat dari sisi pengeluaran
yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sua-
tu rumah tangga yang multidimensi, sedangkan
metode Alkire Foster melihat dari sisi kemampu-
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an rumah tangga untuk mengakses pendidikan,
kesehatan, dan standar hidup.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa garis
kemiskinan mencakup aspek multidimensi yang di-
ubah dalam bentuk rupiah sehingga tidak salah jika
dikatakan bahwa penghitungan angka kemiskinan
yang dilakukan oleh BPS cukup menggambarkan
kemiskinan multidimensi di Indonesia. Akan teta-
pi, hal ini tidak dapat memberikan informasi yang
lengkap mengenai apa yang menjadi penyebab se-
seorang miskin selain tidak memiliki pendapatan
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hi-
dup.

Deprivasi Kemiskinan Multidimensi

Deprivasi kemiskinan multidimensi merujuk pada
indikator-indikator dari masing-masing dimensi
Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) yakni di-
mensi kesehatan adalah imunisasi dan penolong
kelahiran; dimensi pendidikan adalah lama sekolah,
partisipasi sekolah, dan melek huruf; sedangkan un-
tuk dimensi standar hidup adalah listrik, jenis lantai,
jenis dinding, jenis atap, BBM, sumber air minum,
dan sanitasi. Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa
penduduk Indonesia yang dikategorikan miskin
multidimensi paling banyak mengalami deprivasi
pada indikator lama sekolah. Hal ini menunjukkan
bahwa masih banyak penduduk Indonesia usia 16
tahun ke atas yang memiliki pendidikan kurang da-
ri 9 tahun, dan ini tersaji dari data BPS yang menun-
jukkan bahwa hanya 20,82% penduduk Indonesia
usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidik-
an SMP/MTS sebesar 20,82%. Padahal, pemerintah
berharap dengan memperoleh pendidikan minimal
9 tahun dapat mengembangkan potensi setiap war-
ga negara untuk dapat mengenyam ke pendidikan
lanjutan yang lebih tinggi sehingga diindikasikan
bahwa Program Wajib Belajar 9 Tahun belum efektif
keberhasilannya.

Urutan ke-2 deprivasi penduduk Indonesia yang
miskin multidimensi adalah pada indikator imuni-

sasi. Berdasarkan estimasi yang dilakukan World
Health Organization (WHO) dikatakan bahwa pada
2015, hampir 1 juta anak Indonesia tidak menda-
patkan imunisasi sama sekali atau tidak lengkap
status imunisasinya (Kementerian Kesehatan [Ke-
menkes], 2017). Padahal, imunisasi merupakan sa-
lah satu cara ampuh untuk preventif terjadinya
sakit, cacat, serta penyakit menular.

Perbedaan wilayah dapat menyebabkan perbeda-
an karakteristik kemiskinan multidimensi. Hal ini
dikarenakan setiap wilayah memiliki karakteristik
wilayah dengan infrastruktur yang berbeda pula.
Karakteristik kemiskinan multidimensi suatu pro-
vinsi dapat dilihat dari persentase penduduk yang
miskin multidimensi mengalami deprivasi pada
suatu dimensi. Semakin banyak penduduk yang
miskin multidimensi mengalami deprivasi pada
suatu dimensi, dapat disimpulkan bahwa dimensi
tersebut merupakan dimensi yang dominan seba-
gai deprivasi utama dalam penyebab kemiskinan
multidimensi di wilayah tersebut.

Pada Gambar 3 terlihat bahwa pada tahun 2014,
dimensi pendidikan merupakan deprivasi utama
dalam kemiskinan multidimensi di 17 provinsi,
yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi,
Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan
Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawe-
si Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Dep-
rivasi utama kemiskinan multidimensi pada di-
mensi kesehatan terjadi di 11 provinsi, yakni Riau,
Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Su-
lawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua
Barat. Sementara dimensi standar hidup merupak-
an deprivasi utama penyebab kemiskinan multi-
dimensi di Provinsi NTT dan Papua, sedangkan
provinsi lainnya seperti Sumatra Selatan, Bengku-
lu, dan Lampung relatif berimbang deprivasinya
antara dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar
hidup.
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Gambar 1: Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%) Antarsumber Data
Sumber: BPS (2015), World Bank (2015), dan Susenas 2014 (diolah)

Gambar 2: Persentase Penduduk Miskin yang Mengalami Deprivasi Menurut Indikator
Sumber: Susenas 2014 (diolah)

Jika dilihat per indikator, indikator lama sekolah
dan imunisasi menjadi deprivasi utama indikator
penyebab kemiskinan multidimensi hampir di se-
luruh provinsi di Indonesia kecuali Maluku dan
Papua. Indikator yang dominan sebagai depriva-

si utama penyebab kemiskinan multidimensi di
Maluku adalah penolong kelahiran dan di Papua
adalah melek huruf.
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Gambar 3: Kontribusi Dimensi dan Indikator terhadap MPI Indonesia
Sumber: Susenas 2014 (diolah)
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Kesimpulan

Penduduk yang dikategorikan miskin multidimen-
si di Indonesia paling banyak mengalami deprivasi
pada indikator lama sekolah dan imunisasi, kecuali
di Maluku adalah penolong kelahiran, sedangkan
deprivasi utama kemiskinan multidimensi di Pa-
pua adalah melek huruf. Secara umum, prioritas
bantuan program pengentasan kemiskinan yang
dibutuhkan oleh Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Su-
matra Barat, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta,
Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa
Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo,
dan Sulawesi Barat adalah bidang Pendidikan. Pri-
oritas bantuan bidang kesehatan dibutuhkan di
Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kaliman-
tan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara,
dan Papua Barat, sedangkan prioritas bantuan stan-
dar hidup dibutuhkan di Nusa Tenggara Timur dan
Papua. Khusus pengentasan kemiskinan, Provinsi
Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung memer-
lukan bantuan untuk ketiga dimensi (pendidikan,
kesehatan, dan standar hidup) secara merata. Oleh
karena itu, sudah saatnya melakukan perubahan
peng- ukuran kemiskinan yang bersifat konven-
sional (dihitung oleh BPS) menjadi penghitungan
kemiskinan multidimensi berbasis pada terpenuhi-
nya hak-hak dasar yang multidimensional untuk
penggapaian hidup madani.
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